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Abstrak

Indonesia adalah negara berlandaskan hukum. Konsep hukum yang dianut oleh Indonesia adalah negara hukum pancasila. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, hal tersebut membawa konsekuensi logis bahwa segala bentuk aturan harus berlandaskan pada hukum yang sejalan dengan pancasila. Pidana mati tidak akan menjadi suatu polemik yang berkepanjangan apabila proses eksekusinya dilakukan tepat dan cepat sesuai dengan aturan yang berlaku. Tenggang waktu pelaksanaan eksekusi pidana mati yang berlarut-larut, bukan hanya menimbulkan suatu permasalahan akan tetapi permasalahan yang beranak pinak. Bukan saja terpidana yang seolah menjalani dua hukuman sekaligus akan tetapi juga terkait dengan tidak adanya kepastian hukum yang sesungguhnya sudah dijamin dalam konstitusi negara kita. Berdasarkan hal itu dapat diidentifikasikan permasalahan terkait tenggang waktu penerapan pelaksanaan eksekusi mati dihubungkan dengan tujuan pemidanaan yaitu terkait penerapan masa tenggang eksekusi pidana mati dalam perspektif kepastian hukum dan juga terkait upaya hukum yang dapat dilakukan oleh terpidana terhadap negara dengan adanya ketidakpastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan harus masa tenggang eksekusi pidana mati dalam perspektif kepastian hukum dan juga untuk mengetahui dan menganalisis upaya hukum dari terpidana terhadap negara dengan adanya ketidakpastian eksekusi.
Penulisan tesis ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis, yaitu menguraikan secara jelas untuk kemudian dikaitkan dengan teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang dihubungkan dengan penelitian yang dilakukan. Sumber berasal dari studi kepustakaan dan hasil wawancara.
Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan adanya ketidak seimbangan antara das solen dan das sein. Hal ini disebabkan karena tidak adanya aturan yang dengan tegas mengatur terkait tenggang waktu pelaksanaan eksekusi mati. Sehingga dirasa perlu segera dibuat perombakan aturan terkait yang sudah ada dan juga dilengkapi dengan pembuatan aturan pelaksana dari aturan-aturan yang sudah ada tersebut. Terpidana juga perlu difasilitasi untuk dapat melakukan upaya hukum



terhadap negara terkait dengan tidak adanya kepastian hukum yang diperoleh selama menanti eksekusi mati dilaksanakan. Hal itu dikarenakan hingga saat ini belum ada upaya hukum yang dijamin secara pasti oleh negara dan dapat dilakukan oleh terpidana.
Kata Kunci: Negara hukum pancasila, Eksekusi Mati, Upaya Hukum.

Abstract

Indonesia is a legally grounded country. The legal concept espoused by Indonesia is the law state of Pancasila. Pancasila as a source of all legal sources, it brings about the logical consequence that any form of rule should be grounded to the law in line with Pancasila. The criminal law of death will not be a prolonged polemic when the execution process is performed precisely and quickly according to the prevailing rules. The time of the protracted execution of the criminal death, not only caused a matter of matter but a matter of the short-sighted. Not only is the convict who ostensibly serves two sentences at once will but also related to the absence of true legal certainty already guaranteed in the constitution of our country. Based on that it can be identified the grace-related issues of implementing execution of death are connected with the purpose of impeachment that is, regarding the application of the grace period of criminal execution in the perspective of legal certainty and also regarding legal efforts that convicted state can make in the presence of legal uncertainty. The study aims to know and analyze the arrangements should be grace periods of criminal execution of death in the perspective of legal certainty and also to know and analyze legal efforts from convicts against the state in the presence of execution uncertainty.
The writing of this thesis uses a method of normative juridical approaches that are analytical descriptive, that is, deciphering clearly to be later associated with legal theory and the practice of implementation of positive laws connected with the research done. Sources are derived from the study of libraries and the results of interviews.
The research and discussion results suggest an imbalance between das solen and das sein. This is due to the absence of rules that firmly regulate regarding grace time execution of the dead. So that the senses need to be made an immediate overhaul of existing related rules and also comes with the creation of implementing rules from those pre-existing rules. The convict also needs to be facilitated to be able to make legal efforts against the state in relation to the absence of legal certainty obtained during the awaiting execution of death implemented. It is because to date there has been no legal effort guaranteed definitely by the state and can be made by convicts.
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